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ABSTRAK

Judul Skripsi : TinjauanYuridis  Mengenai  Perlindungan  Hukum
Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Surat Keputusan
Inspeksi Agraria (SK Kinag) Apabila Terjadi Sengketa

Tanah
Nama : AHMAD YAKUB
NPM : 1007350179
Kata Kunci  : Perlindungan Hukum, SK Kinag, Sengketa Tanah

Isi Abstrak

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai perlindungan
hukum terhadap pemegang hak atas tanah Surat Keputusan Inspeksi
Agraria (SK Kinag) apabila terjadi sengketa tanah ditinjau secara yuridis.
Hal ini dilatarbelakangi dengan perlu adanya suatu jaminan kepastian
hukum mengenai perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas
tanah SK Kinag khususnya apabila terjadi tumpang tindih kepemilikan hak
atas tanah. Mengingat hingga tahun 2014 ini tidak jarang pemegang hak
atas tanah SK Kinag yang masih belum mendaftarkan haknya ke Kantor
Pertanahan, sedang tanah tersebut sudah terdaftar atas nama orang lain
dengan bukti berupa sertifikat. Perlu juga untuk diketahui prosedur apa
saja yang harus ditempuh oleh pemegang hak atas tanah SK Kinag dalam
melakukan pendaftaran tanah dan bagaimana upaya perlindungan hukum
yang bisa dilakukan apabila terjadi sengketa kepemilikan hak atas
tanahnya tersebut.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan hukum primer, dan sekunder. Penelitian ini awalnya
dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dengan cara menelaah
semua peraturan perundangundangan yang bersangkut paut dengan
permasalahan, didukung dengan bahan hukum sekunder berupa literatur-
literatur yang berkaitan dengan permasalahan serta bahan hukum tersier
berupa kamus hukum serta dokumen yang dapat menjelaskan bahan
hukum primer maupun sekunder. Dilanjutkan menganalisis bahan hukum
tersebut dengan disajikan secara analisis diskriptif yaitu memaparkan dan
menganalisis hasil temuan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum,
disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang
obyektif.

Hasil Penelitan menunjukkan bahwa untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah SK Kinag
dilakukan dengan cara mendaftarkan SK Kinag tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sengketa
upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyelesaikan secara
musyawarah, litigasi, maupun non litigasi. Penelitian terhadap bukti



kepemilikan juga perlu untuk dilakukan oleh BPN untuk menentukan siapa
yang berhak atas tanah tersebut. Namun BPN bersifat pasif terhadap
penyelesaian sengketa tersebut, dan keputusan hakim yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetaplah yang dianggap sebagai alat
bukti yang sah.



